PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 79
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan
bergerak melalui rumah sakit kapal bertujuan untuk
memberikan pelayanan kesehatan serta meningkatkan
aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan pada
daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal,
perbatasan, dan kepulauan, serta daerah dengan
keterbatasan akses pelayanan rumah sakit;

bahwa untuk penanggulangan penyakit yang menjadi
prioritas, termasuk penanggulangan tuberkulosis yang
merupakan salah satu bagian dari Program Hasil
Terbaik  Cepat, perlu  dilakukan  percepatan
peningkatan penemuan kasus, inisiasi pengobatan,
dan/atau keberhasilan pengobatan khususnya di
fasilitas pelayanan kesehatan;

bahwa untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan di
rumah sakit kapal dan meningkatkan kinerja
penanggulangan penyakit yang menjadi prioritas,
pemerintah pusat dapat memberikan bantuan dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit
kapal dan penanggulangan penyakit yang menjadi
prioritas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum
Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Kesehatan;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6952);

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang
Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada

Kementerian/Lembaga  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor
132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1080);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
133) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun
2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 794);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita
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Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2023
tentang Rumah Sakit Kapal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 699);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI
KESEHATAN NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum

Penyaluran Bantuan  Pemerintah di = Lingkungan

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 133) yang telah beberapa kali diubah

dengan Peraturan Menteri Kesehatan:

a. Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
790);

b. Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
890);

c. Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1180);

d. Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun
2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1095);



Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
794);

diubah sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Pasal 5

Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
a. penghargaan;
b beasiswa;
Cc. sarana prasarana; dan/atau
d. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik

Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.
Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diberikan dalam bentuk barang untuk instansi
Pemerintah Pusat/instansi Pemerintah
Daerah/masyarakat/perseorangan.
Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b diberikan dalam bentuk uang berupa bantuan
pendidikan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan
nonpegawai negeri sipil.
Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk sarana
prasarana medis/nonmedis, peralatan kesehatan, alat
pengolah data, atau dalam bentuk wuang yang
digunakan untuk membeli sarana prasarana
medis/nonmedis, dan/atau alat pengolah data untuk
instansi Pemerintah  Pusat/instansi Pemerintah
Daerah /masyarakat.
Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan
Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam
bentuk:
a. uang yang digunakan untuk:

1. pembelian makanan tambahan untuk

instansi Pemerintah Pusat/instansi
Pemerintah
Daerah /masyarakat/perseorangan,;

2. dukungan dana penyelenggaraan

kepalangmerahan oleh  Palang Merah
Indonesia sesuai dengan tugas dan
fungsinya;

3. pembelian peralatan kesehatan bagi rumah
sakit rujukan pelayanan kesehatan dalam
rangka  peningkatan mutu  pelayanan
kesehatan terutama pada masa pandemi
Corona Virus Disease 2019;

4. pemenuhan sarana, prasarana, dan
peralatan kesehatan untuk fasilitas
pelayanan kesehatan dalam mendukung
Program Pemulihan Ekonomi Nasional,
termasuk di wilayah destinasi pariwisata
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super prioritas dalam rangka meningkatkan
kemampuan pelayanan kesehatan;

5. pelaksanaan uji klinis bagi lembaga riset,
perguruan tinggi, rumah sakit, Badan Usaha
Milik Negara dan Pemerintah Daerah;

6. bantuan iuran program jaminan kesehatan
nasional bagi peserta pekerja bukan
penerima upah dan peserta bukan pekerja
dengan manfaat pelayanan di ruang
perawatan kelas III oleh Pemerintah Pusat;
atau

7. bantuan operasional yang digunakan untuk
obat, perbekalan kesehatan, bahan medis
habis pakai, bahan bakar minyak, jasa
layanan kesehatan, dan/atau operasional

layanan kesehatan untuk instansi
Pemerintah Pusat/Pemerintah
Daerah /masyarakat.

b. makanan tambahan, obat, perbekalan kesehatan,
dan/atau bahan medis habis pakai untuk
instansi Pemerintah Pusat/instansi Pemerintah
Daerah/ masyarakat/ perseorangan; dan

c. peralatan kesehatan, obat, perbekalan kesehatan,
bahan medis habis pakai, dan/atau bahan bakar
minyak untuk rumah sakit kapal milik instansi
Pemerintah Pusat/Pemerintah
Daerah /masyarakat.

(6) Selain barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf b, untuk Instansi Pemerintah Pusat/Instansi

Pemerintah Daerah dapat berupa vaksin dan reagen.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatanya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

4

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

<@#xumummsﬂ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 443
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